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ABSTRACT

Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani of West Papua civil is an zakat
institution that collecs and distribute zakat, infak and sedekah. The research aim to analyze the
transparency, accountability and quality of human resource at Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan
Kesejahteraan Madani (Yakesma)of West Papua. The population in this studyt is the administrator of
Yakesma totalling 4 people. the analytical method used in this study was a descriptive qualitative
method. The research data was obtained using primary data sources, namely interviews and secondary
data, namely in the form of notes and documents. Based on the result of the study, it shows that the form
of transparency of LAZNAS Yakesma West Papua is reporting its financial reports to the Provincial
BAZNAS every six months and to the Central Yakesma on a reguler basis. Based on the Statement of
Financial Accounting Standart (PSAK) 109 concerning Accounting for Zakat, Infak/Sedekah. And
Quality of Human Resources in managing ZIS at Yakesma West Papua. Basic amil certification Training
(PSAD).

Keywords: Transparency, Accountability, Quality of Human Resource, ZIS

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat merupakan
lembaga amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan kualitas SDM pada Lembaga Amil Zakat
Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Papua Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu
pengelola Yakesma Papua Barat yang berjumlah 4 orang. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dengan sumber data primer
yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa catatan dan dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil
penelitian, menunjukkan bahwa bentuk transparansi LAZNAS Yakesma Papua Barat yaitu melaporkan
laporan keuangannya kepada BAZNAS Provinsi per enam bulan dan kepada Yakesma Pusat secara
berkala. Sedangkan, laporan yang dapat diakses oleh masyarakat berupa laporan total penghimpunan
dan penyaluran dana ZIS. Akuntabilitas laporan keuangan Yakesma Papua Barat telah sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Dan
Kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola ZIS di Yakesma Papua Barat telah mumpuni karena
pengelola mengikuti seminar terkait ZIS dan dilakukan pendamping rutin serta beberapa pengelola telah
memiliki sertifikasi dengan mengikuti Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar (PSAD).

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas SDM, ZIS
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PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa
zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat sehingga pengelolaannya perlu diatur untuk meningkatkan daya guna. Zakat menurut
ekonomi yaitu merupakan salah satu instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan (Ali et.al, 2015).
Zakat sendiri artinya harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pengelolaan zakat, infak/sedekah diperlukan badan atau lembaga yang mengelola dan
bertugas menyalurakan harta dan mengelola secara lebih baik untuk kemaslahatan umum. Dalam
mengelola zakat, infak/sedekah Indonesia mempunyai organisasi pengelolaan zakat (OPZ). Pengelolaan

zakat diberbagai OPZ dilaksanakan dengan beragam mekanisme pengelolaan tergantung pada OPZnya.

Banyak masyarakat yang masih mempertanyakan terkait pertanggungjawaban dana ZIS yang
dikelola oleh OPZ, sebagian muzakki (orang yang membayar zakat) masih meragukan keberadaan BAZ
atau LAZ dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari
muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak (Harian Pelita, 2012). Oleh
karena itu, BAZ atau LAZ harus dapat bertanggungjawab dan transparan terkait pengelolaan zakat.
Dalam pengelolaan zakat perlunya transparansi, akuntabilitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang mumpuni.

Transparansi dan akuntabilitas tidak dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusianya tidak
profesional. Jika kualitas SDM dalam suatu organisasi mumpuni maka transparansi dan akuntabiltas
dalam suatu organisasi pun akan tercapai dengan bagus. Masalah kepercayaan dan profesionalitas
menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan kedepan (Jahar, 2010). Untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik yaitu

terciptanya transparansi dan akuntabilitas LAZ.

TELAAH LITERATUR
Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan,
penggolongan serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat
digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya di dunia. Tujuan
akuntansi syari’ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh

umat serta pertanggungjawaban (accountability), baik pertanggungjawaban terhadap Allah, pihak-pihak
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yang berhak atas perusahaan maupun alam. Tujuan informasi laporan keuangan akuntansi syari’ah harus
memenuhi kewajiban pertanggungjawaban dan informasi.
Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait
pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan
keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan
menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak
hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu
muzakki atau masyarakat secara luas.

Transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan suatu informasi, pemberi
informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima
infomasi. Menurut Tapanjeh (2009), transparansi dalam pespektif Islam adalah (1) Organisasi bersifat
terbuka kepada muzzaki. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk
infomasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut;
(2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan
informasi yang diberikan; (3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak
yang membutuhkan informasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak “pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewengan
untuk meminta pertanggungjawaban”. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga
sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya
pertanggungjawaban vertikal. Indikator akuntabilitas menurut Aditya dan Rahma (2017) dapat diukur
dengan berpedoman pada tiga hal yakni, pertanggungjawaban kepada publik, penyajian yang tepat
waktu dan adanya audit eksternal.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non-
material) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-
fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan
seseorang atau individu, suatu organisasi atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Adapun indikator kualitas sumber
daya manusia (Matutina, 2001) yaitu: (1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan yang dimiliki
yang lebih berorientasi pada intelenjensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki

karyawan; (2) Keterampilan (skill), yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang
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tertentu yang dimiliki; (3) Kemampuan (abilities), yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah
kompetensi yang dimiliki seorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan
tanggungjawab.
Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang
tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan
zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta
yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Orang yang mengeluarkan/membayar zakat disebut Muzzaki
dan yang menerima zakat disebut Mustahiq. Zakat terdiri dari 2, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah.
Sedangkan, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran
Islam. Sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, sedekah sama dengan infak termasuk juga
ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infak. Infak lebih
mengarah kepada hal material seperti uang, sedekah tidak hanya material tapi juga nonmaterial.
Laporan Keuangan Lembaga Zakat

Laporan keuangan lembaga amil zakat sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Laporan keuangan utama yang harus
disusun oleh organisasi pengelola zakat sesuai PSAK No.109 terdiri dari laporan posisi keuangan,
laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut
UU Nomor 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
pendayagunaan zakat. Zakat dikelola oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) terbagi menjadi dua
yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi pada penelitian ini yaitu
pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Kesejahteraan Madani bertempat di Kompleks Kebun

Cengkeh, Manokwari, Papua Barat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah yang tediri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas untuk diteliti.
Populasi dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu seluruh pengurus yang terkait dalam
pengelolaan ZIS di LAZ Yakesma Papua Barat. Teknik pengambilan sampling menggunakan sampel

jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.
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Sampel dalam penelitian ini seluruh pengelola pada LAZNAS Yakesma Papua Barat yang terdiri dari 4

Orang yaitu Kepala Cabang, Bidang Keuangan, Bidang Program dan Bidang Kemitraan dan Jaringan.

Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan teknik :
1. Observasi
Observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke
lokasi objek penelitian, yakni melihat bagaimana proses pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat
Yayasan Kesejahteraan Madani Manokwari.
2. Wawancara
Metode ini adalah untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan untuk tujuan
penelitian. Data yang akan digali melalui wawancara ini berkaitan dengan pendapat atau pernyataan
dari sumber data.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-
foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan yaitu
izin lembaga, profil Lembaga, laporan keuangan, dan data yang berkaitan dengan akuntabel dan

keterbukaan pengelolaan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Transparansi pada LAZNAS Yakesma Papua Barat

Transparansi ialah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tepat bagi
partisipasi. Tapanjeh (2009) mengemukakan suatu organisasi dikatakan transparan apabila memiliki
indikator yaitu segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk infromasi
keuangan haus mudah diakses, informasi yang diungkapkan secara jujur, lengkap dan pemberian
informasi dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan. Jadi, transparansi pada
LAZNAS Yakesma Papua Barat mencakup :

1) Adanya pembuatan laporan keuangan untuk dilaporkan kepada dewan pengawas syariah,
BAZNAS Provinsi dan Yakesma Pusat. Laporan yang diberikan kepada pengawas dan Yakesma
Pusat berupa laporan keuangan perbulan dan petahun. Sedangkan, pelaporan keuangan kepada
BAZNAS Provinsi tiap enam bulan sekali.

2) Pelaporan kepada muzzaki dan donatur lebih kepada laporan penghimpunan dan penyaluran

yang dikirimkan melalui whatsapp dan mengupload di sosial media (Instagram dan Facebook).
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Masyarakat umum dapat mengakses laporan penyaluran melalui media sosial, sedangkan untuk
laporan keuangan LAZNAS Yakesma PB bersifat privat dan hanya dapat diakses oleh
stakeholder dalam hal ini, pengelola, pengawas, BAZNAS Provinsi, dan LAZNAS Yakesma
Pusat. Jika masyarakat ingin mengakses laporan keuangan Yakesma keseluruhan dapat diakses
pada website yakesma.org. Pada website yakesma.org laporan keuangan dipublikasikan berupan

laporan Kinerja yang berisi penghimpunan, penyaluran dan penggunaan dana.

Transparansi pengelolaan ZIS pada LAZNAS Yakesma Papua Barat sebagai lembaga amil zakat
dapat dikatakan kurang transparan dikarenakan tidak sepenuhnya memenuhi indikator transparansi.
Publikasi pelaksaan pengelolaan menjadi salah satu aspek penting, walaupun pada UU pengelolaan
zakat pelaporan keuangan memang tidak diwajibkan dilaporkan kepada masyarakat akan tetapi laporan
yang dipublikasikan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat
karena dana yang dihimpun berasal dari dana masyarakat dan masyarakat dapat ikut mengontrol

pengelolaan LAZ.
2. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan LAZNAS Yakesma Papua Barat

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah. Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut Aditya dan
Rachma (2017), terdiri dari (1) pertanggungjawaban dana ZIS; (2) penyajian yang tepat waktu, dan; (3)

audit eksternal:

1) Pertanggungjawaban Dana
Pertanggungjawaban dana ZIS dengan menyusun laporan keuangan yang dapat menjadi
media komunikasi antara lembaga zakat dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS
merupakan bentuk pertanggungjawaban dari lembaga zakat dari laporan penghimpunan hingga
penyaluran dana ZIS. Dalam hal ini, LAZ Yakesma Papua Barat menyusun laporan keuangan
dengan mengikuti pedoman PSAK No0.109 tentangakuntansi zakat yang terdiri dari laporan
posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan.
2) Penyajian Yang Tepat Waktu
Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Yakesma dilaporkan tiap bulan (laporan
bulan januari sampai desember) dan tiap akhir tahun kepada Yakesma Pusat dan Badan
pengawas syariah serta dilaporkan tiap enam bulan sekali pada bulan Januari-Juni dan Juli-
Desember kepada BAZNAS Provinsi.
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3) Audit Eksternal
Yakesma Papua Barat diadakan audit tiap setahun sekali dan diaudit oleh Auditor Profesional.
Auditor mengaudit Yakesma PB secara online dikarenakan pada tahun 2020 sampai awal tahun
2022 masih mewabahnya virus covid-19 jenis omicron. Auditor mengaudit dari laporan
keuangan, laporan penyaluran, penerima manfaat hingga dokumentasi. Audit bertujuan untuk
melihat apakah dana ataupun aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan yang dilaporkan.
3. Kualitas SDM pada LAZNAS Yakesma Papua Barat
Kualitas SDM merupakan manusia atau orang yang bekerja di lingkungan organisasi. SDM sendiri
merupakan aset non-materil yang dapat mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Raharjo (2010),
kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan dan kualitas intelektual mencakup

pengetahuan dan keterampilan.

Sumber daya manusia pada LAZNAS Yakesma Papua Barat dilihat dari pendidikan formal yang
ditempuh staf pengelola LAZNAS Yakesma Papua Barat yaitu kepala cabang menempuh pendidikan
formal paling tinggi S2, 2 orang saat ini sedang menempuh S2 dan lainnya S1. Dalam upaya
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan ZIS, seluruh pengelola mengikuti
Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang diadakan oleh Forum Zakat (FOZ). Dua dari empat orang pengelola
Yakesma PB juga mengikuti Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar (PSAD) yang diselenggarkan oleh SAI
sehingga tercatat sebagi amil yang tersertifikasi. Keterampilan yang dimiliki staf pengelola juga tidak
hanya terkait ZIS tetapi ketrampilan lainnya seperti berkomunikasi dengan masyarakat maupun
amil/donatur, survey juga masyarakat dan kemampuan yang mencakup kedisiplinan dan tanggungjawab

atas amanah yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Transparansi pengelolaan ZIS pada LAZ Yakesma Papua Barat masih kurang transparan
dikarenakan laporan keuangan PSAK No.109 tidak dapat diakses secara publik oleh masyarakat.
Laporan yang dapat diakses publik berupa laporan penghimpunan dan laporan penyaluran yang
dimuat pada media sosial facebook dan instagram. Sedangkan laporan kepada muzzaki atau donatur
diberikan melalui whatsapp.

2. Akuntabilitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh LAZ Yakesma Papua Barat telah disusun
mengikuti PSAK No0.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus

kas, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan.
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3. Pengelola LAZNAS Yakesma PB telah mengikuti sekolah amil indonesia yang diadakan oleh forum
zakat dan dilakukan pendamping rutin oleh Yakesma Pusat. Beberapa amil pada Yakesma PB telah
mempunyai sertifikasi guna sebagai syarat pendirian lembaga zakat. Pengelola Yakesma PB juga
setidaknya memiliki keterampilan yang dapat membantu pengelolaan seperti kemampuan
komunikasi yang baik dengan muzzaki/donatur, disiplin waktu, amanah dan bertanggungjawab.
LAZNAS Yakesma PB dapat melaporkan atau mempublikasi laporan keuangannya kepada

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan dana kepada lembaga

zakat dan dapat melaporkan tiap progamyang telah disalurkan secara intens dan jelas berupa lokasi
penyaluran, apa saja yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat. Yakesma juga diharapkan lebih
intens menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk memperluas jangkauan penyaluran program dan
memperbanyak staff sehingga dapat mengakomodir program-program yang telah direncanakan agar
lebih efektif dan efisien. Serta seluruh pengelola LAZNAS Yakesma mengikuti Pelatihan Sertifikasi

Amil Dasar (PSAD) dan memiliki sertifikasi agar masyarakat juga menilai bahwa SDM yang bekerja

pada lembaga zakat yakesma merupakan orang yang kompeten karena telah memiliki sertifikasi amil.

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait transparansi, akuntabilitas dan kualitas

SDM dengan menggunakan metode kuantitatif dan menambah sampel penelitian yaitu pengelola,

relawan dan muzzaki/donatur. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti terkait transparansi, akuntabilitas

dan kualitas SDM dengan lokasi penelitian yang berbeda.
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